LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981. _ ‘
NOMOR ; 7. _ SERIE “D" No. 7.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1980
TENTANG

'KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINS! DCAERAH
ISTEMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAM ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa dengan berlukunya Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 3\Tahun 1980.tenfang Pedoman mengenai Ke-
‘dudukcm Kevangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perly meninjau kem-
bali Feraturan Doerah Propinsi Daerch Istimewa Aceh No-
mor 11 Tahun 1976, dan menetapkan Kedudukan Kevangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

_Daerah Propinsi Daerch Istimewa Aceh.

2. Bohwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam

" sugtu Peraturan Daergh. _

Mengingat :
1. Undang- undcmg Nomeor- 24 Tohun. ]956
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; :
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 14 Tahun 1974 vo
o , Nomor 11 Tahun 1975;
o .._“'4, Peraturein Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tuhun 1980.
wwiDengen Persetujuan \Dewun Perwuk:lan Rakyut Dcerqh P‘ropmn
' a'h Ishmewq Aceh,
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h, f)il‘n_.rar‘-kpfﬁ 3 adalah -bertempat tmgg»u] dan nyotq

MEMUTUSKAN:

Pertama @ Mencohut Perafuran Dagreh Pruprmsn ‘Daerah. lstimewa
- Aceh Nomor 11 Tahwri~1976 (Lembaran Daerah Propinsi Dae-
" rab Istimewa Aceh ‘Nomor 14 1angg-u| i Agusfus 1977)

Kedua :

s

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KE-
TUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB —L
KETENTUAN UMUM
Pascl 1.

Dalam Peraturan Daerch ini yoang dimaksud dengan :
a Daerah = : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

b, Pemeriniah Daerah : adalah ‘Pemerintah Propinsi Daerah Isti:

mewdq, Aceh ;
adalah’ Dewen Perwakilan Rokyat Daerah
Propinsi Daerah Isiimewa Aceh ;
d. Gubernur Kepala 4 adalah Gubernur Kepala Dasrah Istimewa
Daerah. _ Aceh ;
e. Uang paket = ' - udalah vang yang dllbuyarkcm kepada
.8 7 Anggota DPRD untuk setiap hari mengha-
diri rapat-rapat DPRD yang sah, dalam
mana felah termasuk vong sidang, vang
pengangkutan lokal dalom ko’ra dan vang
makan ;
f. Uang kehormatan ¢ adaloh tunjangan bulanan tetap berupa
' vang yang diberikan kepada Pimpinan
DPRD berhubung dengan jabatannya se-
bogai Keiva dan Wakil Ketua ; _
g. Uang representas] : adalch iunjangan bulanan tetap berupa
vang yang diberikan kepada Ketua dan
Woalil Ketua DPRD berhubung denga
. dudukannya ; .

¢ DPRD

Car

berdomlsult diluar kota dan dilear w

Kecamatan yang 'beribufusqn denga I!bu~_ | S

kota Propinsi Daerah Is‘rlmewa Aceh
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Pasal 2.

(1). Tanggal mula memangku jabatan Ketuo, Walkil Ketvar dan
Anggota DPRD ialah fanggal mereka  mengangkat sumpah
atau mengucapgkan janji poda pelantikannya sebagai Ketua,
Wakil Ketva dan Anggota DPRD.

(2). Saat berhenti memangku jabatan Ketva, Wakil Ketua dan Ang-
gota DPRD ialah tanggal mereka menyctakan berhenti, diber-

. hentikan atau meninggal dunia.

BAB—IL
UANG PAKET
Pasal 3.
(1). Uang paket ditetapkan bagi Anggeta DPRD sebanyak-banyak-
nyo Rp. 7.500,— (tujuh riby limasratus rupiah).

(2). Bagi Anggota DPRD yang berigmpat tingga! diluar kota riyafa-

7 nyota bermalam dihotellosmienfrumah penginapan dopat dis

bayarkan vang pengincpan ssbanyak-banyaknya Re. 12.500;-

. (duabelas ribu lima ratus rupich) untuk 1 (satu) molam, de-
ngan menunjukkan buk#ibukti pemboycran yang sah.

). :Ua'ng paket diidyarkon kepada Anggota DPRD yong meng-
. hadiri repot-rapet DPRD yang soh dengan ketentuan: .
@, Untuk xapat satv_hari satu malem hanye di*bayu-nkan saty
kali_ wang poket; . .
"~ by Selein dari vang poket tidak dibayarkan lagi vang sidang, .
uang pengangkutan lokal dan vang malkan, ’

U pasel 4.

Kepqq'a- Ketua ‘.d;:m,\'\.ﬁ_otk_il 'JKE?UQ DPRD tidok dibertkan uang
paket untuk rapatrapat. yang dipimpin. afau dihodirinya. - - :

 Pasal 5

qu;c'.l_t_-rq‘puf yang Psqh_dqri_KbEﬁﬁéE; Panitia dan lain-lain sebagainya
. yang.dibentuk oleh DPRD dipandang sebdgai rapat-rapat DPRD dan
terhadapnya berlaku ketenjuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat

o .'('1.")"‘=d*dh:-;'ﬂ(2_‘) _Pergturan. Daerah in,
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‘BAB — lIL
' UANG KEHORMATAN

Pasal 6.

. (1).. .Uang kehormatan dlifefdpkun- bagt :

a. Ketua DPRD sebanyak - :

Rp. 110.000,- {seratus sepuluh ribu rupiah).
b. Wakil Ketua DPRD sebanyak
: ' Rp. 100.000,- (serafus ribu rupich).

(2). Diatas jumich yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini kepada

Ketua dan Wakil Ketva DPRD diberikan tunjongon keluargo
dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan
berlaku bogi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerch,

BAB — IV.
UANG REPPRESENTAS)
Pusal,” 7

Disamping penghasilantpengasilan dimaksud dalam Pasal 6
Peraturan Daerah ini tigpdidp bulan diberikan representast bagt :
a. Ketua DPRD sebanyak _

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupich).
b. Waokil Ketua .DFRD sebanyak
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pusdl 8

Pegawai Negeri Sipil Pusai/Daerah atou anggota Angkatan
Bersenjafa Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan
Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima peng.hosqlun rang-
kap (dabel). )

Pasal 9.

Apcbila vang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua’ D'PRD
kurang dari gaji, pada waktu yang bersangkutan aktif. sebagm_:-
Pegawai Negeri Sipil/Doerah atau anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia,  maka ia menerima Tambthn berupu sehslh
keduq penghasilan Hu,

- D3




BAB—V.
RUMAH JABATAN/MOBIL/ALAT PENGANGKUTAN LAINNYA
Pasal 10, '

Univk Keiva dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalom
jaboian tersebut don bilomano keuangan Daerah memungkinkan,
dapat disediokan sebuabh rumah jabatan dengan keteniuan bahwa
bioya pameliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas uniuk
ruimoh itu ditengging oleh Pemerinich Daerch dan yang - harus
ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa
sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada  waekiu
yang bersangkutan berhenti sebogai Ketua, Wakil Ketua DPRD.

Peasesl  §1. -

Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD(seluma mereka dalam
jobatan tersebui dan bilamana kevangdn ‘Daerah memungkinkan,
dapat disediakan ssbuch mobil atau, &lat pengangkutan lain untuk
keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa
bigya pemaokaian dan pemelihgraan mobil atau alat pengangku-
tan lain tersebut ditfanggung @ish Pemerintah Daerah tomnpa sesu-
atu kewaiiban dari pihak Pemerintah Doerah pada wektu yang
._bg:rsqngxku’fqn- berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketva DPRD.

BAB — Vi
UANG JALAN/PENCINAPAN/PERJALAMAN DINAS
_ - Posud - R2, .
(1). Kepada Anggota. DPRD yang melakukan ~erjakanon dinas di-

berikan vang perjalanan don uvang pengiiapan menurut go-
longan | yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan
peroturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegowai Negeri Si-
pil Pusat/Daerah. : ‘

(2}, Uang perjalanan pindeh diberikan untuk perjalanan. pindah
o dari kedioman semula kefempat kedudukan DPRD yeng bsr.
sangkutan dan sebaliknya,

EAB-— VL
.. PENGGANTIAN ZIAYA BEROBAT
o © Posel 13, '

__':é-p'd_dq '-K;eiuu dan Woakil KeiuarDJPfR-D-dan Ah‘gg‘om bukan
"Peguwui Megeri Sipil Pusat/Doerch dan anggoia “AngkatanBersen-
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jata Republik Indonesia, serta keluarganya diberikan penggantian
bieya pemeriksaan, pengobotan dan perawatan dokter sesuai de-
ngan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri
Snpu Pusaf/Duerah

BAB — VIL
TUNJANGAN KEMATIAN
Pasal 14,

Apaobila Ketua dan Wakil Ketue DPRD meninggal dunia ke-
pada ohli warisnya diberikan tunjongan kemation sebanyak 1
(satu) bulan” vang kehormutan bersth dan apabila yang bersang-
kutan meninggal dunia didalom dan atau karena menjalankan:
tugas, diberikan tunjangan kemation sebanyak 2 (dua) bulan vang
kehormafun 'beI’SIh

Pasal 15,

Pengangkutan fenazah Ketua dan Wakil \Ketua DPRD yang
meninggal dunia dari tempat kedudukan. ketempat kediaman se-
mula, apobila dikehendaki ahli warisnya) ditanggung. “oleh keua-
ngan Daerch,

: B A B~ IX

A TANDA PENGHARGAAN
| Pasal 16.

(1). Kepada ‘Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir
masa  jabatannyd Jatau poda waktu diberhentikan dengan
hormat dari jobatennya atau meninggal dunia diberikan vang
tanda penghargaan untuk:

- a. Ketua _dan Wakil Ketua DPRD untuk fiap 6 {enam) bulan.
memangku  jobatannya sejumlah 1 (sotu) kali uvong ke- -
hormatan bersih dengan sebanyakdbanyaknya & (enam)
kall vang kehormatan bersih.

b. Anggota DFRD sesuai ketentuan ayat (1) huruf o Pasal
ini, ckan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bogi
Anggota ditetapkan dengan kepuiusan Gubernur Kepala
Daerah dengon memperhatikan kemampuan kevangan
Daerah sebanyok-banyoknya 2/3 (dua pertiga) dari vang
kehormaian bersth yang diterima seorang Wokil Ketua.

{2). Masa memangku jobatan yang kurang dari 6 (enam) bu

. - dibulatkan keatos meniadi 6 {enam) bulan penuh. :

(3). Dalam hal Ketua, Wokil Ketua dan Anggota DPRD mem.nggql_ i

dunia vang tanda npenghuirgdan tersebut ayat (1} Pasal ini di- ;

berikan kepada ahh warisnya.
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g BAB-— X
R KETENTUAN PERALIHAN
[ P " Pasal 17.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, mqka segula keren-

tuan-ketentuan yang lberien'tangan dengqn Perafturcn DPaerah ini
dinyatakan hdak berlaku lagi.

BAB—XL
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13.

Segqla ﬂk]‘but keuangan karenq keienttuqn-lkefienriuan dalam:

Peraturan Daerah ini menjudl beban kevangan Dueruh

Kesulitankesuliton yang timbul dalam pe‘lauksdnau n' Peraturan

Daerch ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.
: : Poasal 20. ( ‘
(1). Pem‘}uran Daerah ini disebut “PERATURAN DAERAH PROPINST
. -DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG KEDUDUKAN: KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSE DAERAH ISTIMEWA ACEH”.
(2). Peraturan Daerah ini .mulab berloku pada tanggal divndang-
kan dolam lembaron Daérch Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
BANDA ACEH, 19 DESEMBER 1980.
GUBERNUR KEPFALA DAERAH ISTIMEWA ACEH
Lt d
~— PROF. (A, MADJID IBRAHIM —
' Peraturan Daerah ini telah disabkan
oleh Menieri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan MNo. : 160. 3’41 21-196.
Tanggal : 14 Maret 1981,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH,
Keiuvea
— H. |ACHMAD JAMING —

Diundangkan dalam Lembaran Daerch
Propinsi Daerah [stimewa Aceh
Naimor : 7 Tahun 1981 Igi. 1 Aprll 1981.
Sa'kre’rctrls Wilayah/Daerah,

DR trd. .

L MUHAMAD HASAN BASRY —

‘Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604




PENJELAS AN

I UMUM

1. Bahwa Kedudukan Keuangan Ketua, Wokil Ketua dan
Anggota DPRD Propinsi Doerah Istimewa Aceh yang dife-
tagcan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah [stimewa
Aczh Nomor 11 Tahun 1%76, ternyaia tidak sesuai lagi
dengan Percturan Per-Undang-Undangan yang berlaku.

2, Bahwsc dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam MNe-
geri Nomor 3 Tohum 1980 tentang Pedoman mengenai
Kedudukan Kevangan Ketua, Wakil Ketua dan_Anggeta
DIPRD, perlv meninjau/menyesuaikan Kedudukan Keuvangan
Ketuo, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Propinsi Daerah
Isiimewa Acch dengan pedoman tersebur digtas.

Il : PENJELASAN PASAL DEMI PASAL ;

Pasal 1 s/d 20 : Cukup jelas. ' ‘ \






